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RINGKASAN

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok — Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda — benda
lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu
ternadap kreditur — kreditur lain. Hak Tanggungan dapat diagunkan sebagai
jaminan dari pihak debitur dalam pemberian kredit oleh pihak bank (kreditur).
Pada praktiknya, dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit sebagai perjanjian
pokok kemudian diikuti dengan perjanjian jaminan kebendaan sebagai perjanjian
tambahan (accesoir). Tidak menutup kemungkinan adanya sengketa terkait
kewenangan dalam pemberian jaminan Hak Tanggungan oleh pasangan suami istri
yang sudah bercerai sebagaimana dalam putusan Mahmakah Agung Nomor
222K/PDT/2017. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
aturan mengenai benda jaminan yang berasal dari harta bersama milik pasangan
suami istri yang sudah bercerai, mengetahui dan memahami perbuatan suami yang
sudah bercerai dengan istri menjaminkan harta bersama tanpa sepengetahuan
mantan istri merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, mengetahui dan
memahami dasar pertimbangan hakim (Rasio decidendi) pada putusan Mahkamah
Agung Nomor 222 K/Pdt/2017 telah sesuai dengan Hukum Perbankan di
Indonesia.

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini berisi uraian atau penjelasan yang
relevan terkait judul karya tulis ilmiah yang dibuat yang meliputi penjelasan terkait
pengertian-pengertian, teori, konsep, dan lain sebagainya. Terkait demikian, pada
skripsi ini tinjauan pustaka berisi penjelasan sebagaimana yang dimaksud meliputi
pengertian keabsahan hukum, pengertian jaminan, aturan tentang jaminan, sifat
perjanjian jaminan, bentuk jaminan, pengertian hak tanggungan, asas — asas hak
tanggungan, aturan tentang hak tanggungan, subyek hak tanggungan, serta objek
hak tanggungan.

Pembahasan dalam skripsi ini berisi jawaban, uraian, dan penjelasan
terkait rumusan masalah sebagaimana yang dimaksud vyaitu: 1) pengaturan
mengenai benda jaminan yang berasal dari harta bersama milik pasangan suami
istri yang sudah bercerai dalam Hukum Perbankan; 2) perbuatan suami yang
sudah bercerai dengan istri menjaminkan harta bersama merupakan bentuk
perbuatan melawan hukum. 3) Ratio Decidendi hakim pada putusan Mahkamah
Agung Nomor 222 K/Pdt/2017 menurut hukum perbankan di Indonesia.
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan yakni : Pertama,
pemberian benda jaminan yang berasal dari harta bersama pasangan suami istri
yang sudah bercerai tidak diatur dalam Hukum Perbankan, baik dalam Undang —
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang — Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, maupun Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan. Kedua, Perbuatan mantan suami (Zainul arifin) dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor 222 K/PDT/2017 dapat dikatakan sebagai perbuatan
melawan hukum karena telah memenuhi unsur — unsur perbuatan melawan
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hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yaitu tentang Perbuatan
Melawan Hukum. Ketiga, Ratio Decidendi atau pertimbangan hukum hakim
pada putusan Mahkamah Agung Nomor 222K/PDT/2017 dalam  memutus
perkara tidak sesuai dengan hukum perbankan di Indonesia. Hal tersebut dapat
dilihat bahwa pemenuhan jaminan sebagai syarat kredit diatur dalam pasal 8
Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang —
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pemenuhan jaminan tersebut
dibingkai dalam suatu perjanjian jaminan kebendaan sehingga sah atau tidaknya
perjanjian tersebut haruslah memenuhi ketentuan 1320 KUHPerdata. Perjanjian
jaminan kebendaan antara Zainul Arifin dan Bank Danamon tidak memenuhi
syarat sah perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab
yang halal karena melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang — Undang
Perkawinan dan pasal 8 ayat (1) Undang — Undang Hak Tanggungan maka
perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum.

Adapun saran yang penulis berikan vyaitu : Pertama, Pemerintah
hendaknya membuat peraturan mengenai unifikasi perkreditan perbankan guna
menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Hal ini dilakukan karena mengenai
perkreditan perbankan berkaitan dengan peraturan perundang — undangan lainnya
Peraturan perkreditan yang berlaku selama ini berpedoman pada berbagai
ketentuan seperti buku ketiga KUHPerdata, Undang — Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan serta peraturan perundang — undangan lainnya yang pada
umumnya menimbulkan terjadinya penerapan yang tidak konsisten dan pada
saatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kedua,
Hendaknya nasabah yang akan membuat perjanjian kredit dengan pihak bank
namun sudah bercerai dengan pasangannya dan ingin menggunakan harta
bersama sebagai agunan yang akan diberikan ke bank, diharapkan untuk
menyelesaikan pembagian harta bersama di Pengadilan yang berwenang. Hal itu
dilakukan agar tidak terjadi sengketa yang tidak diinginkan di masa yang akan
datang. Ketiga, pihak bank hendaknya lebih teliti serta berhati - hati lagi dalam
menerapkan prinsip kehati — hatian yang disebut dengan 5C guna menjalankan
kegiatan usahanya salah satunya dalam hal pemberian agunan sebagai jaminan
kredit oleh debitur kepada bank. Alangkah baiknya apabila bank meneliti lebih
dalam kepemilikan agunan yang diberikan kepada pihak bank untuk menghindari
adanya sengketa yang berpeluang muncul dimasa yang akan datang. Kepada
majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa terkait jaminan hak
tanggungan dalam hukum perbankan diharapkan agar lebih teliti lagi serta berhati
— hati. Pada dasarnya hukum perbankan sendiri tidak terlepas dari hukum
perjanjian sehingga tetap merujuk pada syarat sahnya perjanjian. Putusan Majelis
hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 222K/PDT/2017  hendaknya
berpegang pada hukum yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdata mengenai
syarat sah perjanjian. Mengingat bahwasannya Kitab Undang — Undang Hukum
Perdata memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung juga memiliki
kekuatan hukum yang mengikat.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring  berkembangnya zaman, kegiatan  perekonomian  nasional
mengalami  peningkatan sehingga perlu adanya penambahan sumber dana untuk
membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Saat ini, lembaga
perbankan yaitu Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam
bentuk kredit yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan usahanya guna
meningkatkan taraf hidup masyarakat.! Bank dalam memberikan kredit atau
pembiayaan kepada masyarakat wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan
dan kesanggupan debitur untuk mengembalikan kredit itu di kemudian hari sesuali
dengan yang diperjanjikan.?

Pada pasal 1 Angka 11 Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
dijelaskan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam — meminjam antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga.”

Kesepakatan antara pihak Bank dengan debitur yang dituangkan dalam
Perjanjian Kredit akan menimbulkan adanya perikatan sesuai dengan Pasal 1234
Kitab Undang — Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa perikatan
ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu
sehingga Kreditur dan Debitur memiliki prestasi masing — masing yang harus

dipenuhi.

! Lihat pasal 1 Angka 2 Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
atas Undang — undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2 Kopong Paron Pius. Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Perbankan : Hukum
Perjanjian Kredit Bank. (Jember : Universitas Jember, 2013). Him. 1
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Pada praktek perbankan, Bank selalu berpegang pada asas
“Commanditerings verbood” yang artinya Bank tidak mau menanggung risiko
usaha debitur dengan kredit yang diberikan sehingga bank dalam memberikan
kredit selalu berpegang pada prinsip kehati — hatian.® Adapun prinsip kehati —
hatian dalam praktik perbankan untuk menganalisa debitor adalah prinsip 5C
meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Econimic.
Salah satu wujud prinsip kehati — hatian tersebut dituangkan dalam bentuk
perjanjian tertulis yang disebut sebagai Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit
merupakan perjanjian dalam bentuk standard contract yang telah disediakan oleh
pinak Bank sebagai kreditor dan debitor hanya dalam posisi menerima atau
menolak tanpa ada kemungkinan melakukan negosiasi.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit bank adalah
perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang.* Perjanjian pendahuluan ini
merupakan hasil permufakatan antara pemberi (kreditur) dan penerima pinjaman
(debitur) mengenai hubungan — hubungan hukum antara keduanya.® Sehingga
yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah perjanjian yang memiliki
hubungan timbal balik (Obligatoir) baik antara pihak Kreditur dengan pihak
debitur yang terikat dengan prestasi masing — masing.

Saat dihubungkan dengan jenis — jenis perjanjian maka Perjanjian Kredit
termasuk dalam perjanjian tidak bernama vyaitu perjanjian — perjanjian yang
belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Pada praktiknya, perjanjian ini
lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak sehingga para pihak atas dasar
sepakat dapat merakit sendiri aturan — aturannya sesuai tujuan hubungan bisnis
mereka. Kendati aturan tersebut dibuat oleh para pihak yang berposisi sebagai
rakyat biasa karena dituang dalam wujud perjanjian dan sah sesuai persyaratan
dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan
seperti undang — undang bagi para pihaknya sebagaimana bunyi Pasal 1338
KUHPerdata.

% Kopong Paron Pius. Loc.cit.

* Mariam Darus Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank. (Bandung : Citra Aditya Bakti,
1991), him. 29.

> Ibid.
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Pada praktiknya, kedudukan Kreditur yang hanya bergantung pada
perjanjian pokoknya saja dirasa kurang kuat dalam menjamin posisi Kreditur
dalam memberikan kredit terhadap Debitur. Di sisi lain tindakan penyaluran
kredit atau pinjaman bank tersebut membuka peluang terjadinya kemacetan
kredit.® Sehingga apabila Debitur wanprestasi Kreditur akan kesulitan untuk
meminta kembali atas bentuk pelunasan kredit tersebut. Demi menjamin
kedudukan yang aman bagi Kreditur sebagai pemberi kredit kepada Debitur,
maka Kreditur dapat membuat perjanjian tambahan atau accesoir terhadap
perjanjian pokok tersebut.

Perjanjian accesoir timbul karena adanya perjanjian pokok yang
mendasarinya.” Perjanjian tambahan ini dapat berupa perjanjian jaminan
kebendaan dari Debitur sebagai bentuk pengikatan pelunasan apabila Debitur
wanprestasi. Terkait hal ini, Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pokok
sehingga perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian kredit.® Adapun yang
dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan
langsung dengan benda tertentu milik debitur. Kreditur pemegang jaminan ini
mempunyai hak kebendaan (zakenlijk recht) dengan ciri — ciri dapat
dipertahankan dari siapapun (droit de suite, zaakgevolg) dan senantiasa mengikuti
bendanya.’

Salah satu lembaga jaminan kebendaan adalah Hak tanggungan. Pada
pengertiannya bahwa :

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
— Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda — benda lain
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur —
kreditur lain.”

®M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-Hak jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak
Tanggungan). (Surabaya : Laksbang Yustitia Surabaya, 2017), him. 4.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. (Jakarta : kencana, 2008), him. 58
- 59,
® H. Moch. Isnaeini. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. (Surabaya : Revka Petra
Media, 2014), him. 81.
° M. Khoidin, Op. Cit., him. 12.
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Jaminan Hak Tanggungan pada prakteknya di buat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan yang selanjutnya
disebut dengan APHT yang di dalamnya berisikan mengenai kebendaan, dalam
hal ini adalah baik tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah dan merupakan
satu kesatuan dengan tanah tersebut yang di jadikan jaminan pelunasan atas utang
Debitur kepada Kreditur.

Sehubungan dengan hal diatas, penulis mengkaji Putusan Mahkamah
Agung Nomor 222 K/Pdt/2017 tentang sengketa Jaminan berupa Hak
Tanggungan gambaran kasus secara garis besar sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 September 2013 Hj. Idatul Ifa sebagai Penggugat
mengajukan gugatan terhadap Zainul Arifin Tergugat I, Direktur Utama PT. Bank
Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat II, Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cg. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Surabaya sebagai Tergugat I, H. Soelikin selaku Tergugat
IV selaku pembeli lelang, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai
Tergugat V ke Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor Perkara
63/Pdt.G/2013/PN.Gs. Bahwa Penggugat dan Tergugat | telah menikah pada
tahun 1993 dan selama pernikahan tersebut keduanya telah memperoleh sebidang
tanah pekarangan yang diatas tanah tersebut didirikan bangunan permanen atas
nama Tergugat |. Kemudian, keduanya memutuskan untuk bercerai di tahun
2006. Namun, sampai gugatan ini diajukan belum dilakukan pembagian harta
bersama. Lalu pada tanggal 20 April 2007 tanpa sepengetahuan dan tanpa
persetujuan Penggugat , Tergugat | meminjam sejumlah dana kepada Bank
Danamon (Tergugat 1) dan menggunakan tanah dan bangunan tersebut sebagai
jaminan atas perjanjian kredit. Tergugat Il selaku kreditur juga menyepakati dan
meniadakan dan tidak melakukan survey, Klarifikasi, dan verifikasi hak
Kepemilikan atas tanah dan bangunan sebagai agunan atau jaminan tersebut
kepada Penggugat, sehingga menurut penggugat patut dinyatakan melanggar
prinsip kehati — hatian. Bahwa faktanya nilai kredit yang disepakati Tergugat Il
dengan Tergugat | nyata — nyata melebihin plafon kredit yang ditetapkan oleh
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Bank Indonesia, yang berakibat macetnya kredit Tergugat | dalam tenggang
waktu yang sangat singkat, bahkan untuk mengaburkan tindakan perbuatan
melawan hukumnya, Tergugat Il juga memohon dan mengajukan pelaksanaan
lelang terhadap Tergugat Ill atas tanah dan bangunan a quo, yang akhirnya
ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah Tergugat IV.  Oleh karena itu,
menurut penggugat perbuatan Tergugat | merupakan tindakan penggelapan yang
mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan dan
tindakan Para Tergugat menurut Penggugat patut dinyatakan batal demi hukum.
Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 hakim memberikan putusan dengan amar
mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan menurut hukum
bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat |1,
menyatakan perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum,
menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian
kredit, menghukum pemenang lelang dan/siapapun yang menguasai tanah
sengketa untuk menyerahkan kembali sertipikat hak milik atas tanah dan/atau
bangunan atas nama Zainul Arifin (Tergugat 1) dalam keadaan kosong dan baik,
menghukum Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa secara
tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan putusan tersebut, Tergugat IV, Tergugat Il dan Tergugat
I1l/Pembanding I, Pembanding Il dan Pembanding I, mengajukan upaya hukum
banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara Nomor
197/PDT/2015/PT. SBY. Adapun amar putusan hakim yaitu bahwa menerima
permohonan banding dari Pembanding | semula Tergugat IV, Pembanding Il
semula Tergugat Il, dan Pembanding Il semula Tergugat Ill, serta membatalkan
putusan  Pengadilan  Negeri Gresik Nomor 63/Pdt.G/2013/PN.Gs yang
dimohonkan banding. Serta menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan
menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sesesar Rp. 150.000
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan  putusan  hakim  diatas, Pemohon  Kasasi  dahulu

Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah
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Agung dengan perkara nomor 222 K/Pdt/2017 terhadap Para Termohon Kasasi
dahulu Tergugat IV, Tergugat Il dan Tergugat Ill/Pembanding I, Pembanding II
dan Pembanding IlI, serta Turut Termohon Kasasi | dan Il dahulu Tergugat | dan
Tergugat V/Turut Terbanding | dan Turut Terbanding Il dengan amar putusan
bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. Idatul Ifa serta
menghukum  Pemohon  Kasasi/Penggugat/terbanding untuk membayar biaya
perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tngkat kasasi ini ditetapkan
sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian  tersebut, penulis tertarik untuk  mengangkat
permasalahan  menyangkut sengketa mengenai pemberian  jaminan  Hak
Tanggungan kepada Bank tanpa persetujuan mantan istri dalam bentuk penulisan
skripsi hukum dengan judul : Keabsahan Jaminan Hak Tanggungan Yang
Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri (Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 222 K/Pdt/2017).

1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa
rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Apakah hukum perbankan mengatur mengenai benda jaminan yang
berasal dari harta bersama milik pasangan suami istri yang sudah
bercerai?

2. Apakah perbuatan suami dalam menjaminkan harta benda yang belum
dibagi dengan mantan istrinya merupakan bentuk perbuatan melawan
hukum?

3. Apa Rasio Decidendi hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 222
K/Pdt/2017 telah sesuai dengan hukum perbankan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1.  Tujuan Umum
1. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan pokok yang
bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas
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Jember.

2. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran serta
wawasan mengenai ilmu  hukum khususnya di bidang Hukum
Perbankan, dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna
bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan
masyarakat umum.

3. Penelitian ini  dilakukan sebagai sarana menerapkan ilmu dan
pengetahuan di bidang hukum vyang telah di peroleh di bangku
perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat.

1.3.2.  Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami aturan mengenai benda jaminan yang
berasal dari harta bersama milik pasangan suami istri yang sudah
bercerai.

2. Mengetahui dan memahami perbuatan suami yang sudah bercerai
dengan istri menjaminkan harta bersama tanpa sepengetahuan mantan
istri merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

3. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim (Rasio
decidendi) pada putusan Mahkamah Agung Nomor 222 K/Pdt/2017

telah sesuai dengan Hukum Perbankan di Indonesia

1.4 Metode Penelitian

Pada penulisan suatu karya tulis ilmiah atau skripsi metode penelitian
digunakan untuk memecahkan permasalahan baik yang bersifat teoritis maupun
praktis. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat akan mendapatkan
hasil analisis yang mengandung kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan
secara ilmiah. Salah satu jenis metode penelitian sebagaimana yang dimaksud
yaitu metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara
yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum.
Terkait demikian, pada penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian yang
akan diuraikan oleh penulis terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian,

bahan hukum, dan analisis bahan hukum.
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1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-dokrin guna menjawab
isu hukum yang sedang dihadapi.l® Tipe penelitian yang digunakan penulis
dalam penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini adalah penelitian yuridis
normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah
penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-
undangan dan bahan pustaka.'’ Adapun tujuan dari peneliian hukum doktrinal
yaitu untuk memberikan keterangan atau penjelasan secara rinci dan disusun
secara Sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum
tertentu, menganalis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan yang
lain.*? Terkait demikian, pada skripsi ini menganalisis peraturan perundang —
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skrispsi
ini yaitu menggunakan Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, Undang —
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda — Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang — Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi
pokok pembahasan yaitu keabsahan jaminan hak tanggungan yang dibuat tanpa
persetujuan mantan istri.
1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang — undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) vyakni pendekatan yang
dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan baik

undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang

19 pyah Octorina Susanti dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), him 3.

1 Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),
him. 56.

12 Dyah Octorina Susantidan A’an Efendi. Op. Cit., him. 11
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sedang dipecahkan atau ditangani.* Adapun isu hukum yang dibahas pada skripsi
ini adalah keabsahan dari pemberian jaminan hak tanggungan yang dibuat tanpa
persetujuan mantan istri. Berkaitan dengan demikian, maka pendekatan
perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah diterapkan untuk menelaah aturan-
aturan dalam hukum perbankan serta peraturan — peraturan lain yang berkaitan
dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini antara lain Kitab Undang —
Undang Hukum Perdata, Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda — Benda yang Berkaitan Dengan Tanah,
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang — Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan yang kemudian digunakan untuk menelaah mengenai
pengaturan pemberian jaminan hak tanggungan yang merupakan harta bersama.

Pendekatan kedua yang digunakan oleh penulis yaitu  pendekatan
konseptual (conceptual approach). Pada pendekatan ini, peneliti juga merujuk
prinsip — prinsip hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang
terdapat didalam pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin  yang
berkembang dalam ilmu hukum, yang relevan dengan isu hukum.* Pendekatan
konseptual pada penelitian ini digunakan mengetahui terkait asas — asas dalam
suatu perjanjian, konsep — konsep hukum jaminan, serta prinsip hukum
perkawinan serta hal — hal lainnya yang relevan mengenai pemberian jaminan
Hak Tanggungan tanpa sepengetahuan mantan istri.

Pendekatan ketiga yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kasus
(Case Approach). Pada pendekatan kasus menggunakan putusan hakim yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum.'® Dalam
menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio
decidendi yaitu alasan — alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai

kepada putusannya.'® Dengan kata lain, pada pendekatan kasus yang harus

13 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kecana Prenada Media, 2005),
him. 93.

" Ibid.

1% Dyah Octorina Susantidan A’an Efendi. Op. Cit., him. 119

16 peter Mahmud Marzuki. Op. Cit.,hIm. 158.
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dipahami adalah terkait dengan pertimbangan hukum dalam putusan yang akan
digunakan. Terkait hal ini, pada penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk
menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada putusan
Mahkamah Agung Nomor 222K/Pdt/2017 yakni menelaah dari sudut pandang
hukum perkawinan, hukum jaminan khususnya Hak Tanggungan, dan hukum
perbankan khususnya terkait dengan hukum perjanjian.
1.4.3  Sumber Bahan Hukum
Pada suatu penelitian, bahan hukum berfungsi untuk memecahkan isu hukum
yang tengah dihadapi, sehingga merupakan bagian terpenting dalam penelitian
hukum.!’ Dengan kata lain, bahan hukum merupakan peraturan — peraturan
perundang — undangan, buku serta jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang
diteliti. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah:
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif,

yang berarti mempunyai otoritas, dan sifatnya mengikat.®?

pada penlitian ini
bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang — undangan
serta putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum
primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kitab Undang — Undang Hukum Perdata
2. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang —Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta Benda — Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 222 K/PDT/2017

1.43.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa semua
publikasi yang berkaitan dengan hukum, baik berupa buku-buku teks dan

7 |bid., him. 48.
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jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu hukum yang

diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bahan hukum sekunder

digunakan untuk menelaah mengenai hal — hal yang berkaitan dengan hukum

jaminan serta hal — hal lainnya yang relevan dengan isu hukum yang dibahas

dalam penelitian ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang bagi bahan hukum

primer dan sekunder, yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terkait

dengan topik yang sedang dikaji.®* Penggunaan bahan non hukum pada

penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini yaitu bahan-bahan lainnya diluar

bidang hukum berupa internet serta berkaitan dengan permasalahan yang

dikaji di dalam karya tulis ilmiah (skripsi) ini yaitu terkait dengan istilah —

istilah dalam perbankan.

1.4.4  Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk

menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum,

proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:'8

1.

Mengindentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang
sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang
sedang dikaji;

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan;

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.

18 peter Mahmud Marzuki. Op. Cit. him 213
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keabsahan
2.1.1. Pengertian Keabsahan dalam Hukum

Menurut Kamus hukum, keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa
antara lain adalah convalesceren, convalescentie, yang memiliki makna sama
dengan to validate, to legalize, to ratify to acknowledge vyang artinya
mengesahkan atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan
rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR pada masa (tahun) itu.'® Keabsahan hukum sangat dekat dengan
teori positivis yang dianut di Indonesia bahwa hukum yang berlaku dan
dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam undang — undang
atau aturan tertulis. Meskipun di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis seperti
hukum adat juga diakui.?°

Istilah Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu
“recht matig” yang secara harfiah memilki arti sebagai ‘berdasarkan atas
hukum”. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah keabsahan disebut dengan
“legality” yang artinya sesuai dengan hukum.?! Konsep tersebut bermula dari
lahimya konsepsi negara hukum (Rechtsstaat) yang mana tindakan pemerintahan
harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “recht matig van
het bestuur” yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam
semua tindakan hukum pemerintah.?2

Menurut Kuntjoro Purbopranoto agar keputusan yang dibuat menjadi
keputusan yang sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan
formil. Adapun syarat meteriilnya sahnya suatu keputusan yaitu keputusan harus
dibuat oleh pihak yang berwenang, tidak boleh ada kekurangan yuridis, keputusan
harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi

ii http://eprints.umm.ac.id/46152/ 3/BA B% 2011.pdf diakses tanggal 31 Oktober 2019
Ibid.

?! |bid.

22 |bid.

12
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dasarnya, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan
tujuan yang hendak dicapai.?® Sedangkan syarat formilnya yaitu Syarat-syarat
ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan
dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya, diberi bentuk yang telah
ditentukan, syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi,
serta jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan
dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.®*

Van Der Pot juga merumuskan syarat keabsahan suatu keputusan atau
aturan hukum.?® Pertama, aturan harus dibuat oleh pemerintah yang berwenang.
Kedua, Kedua, keputusan atau aturan tersebut harus sesuai hukum yang berlaku,
tidak terdapat kekurangan atau cacat hukum. Ketiga, harus berbentuk peraturan
yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang mendasarinya.

Berdasarkan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan
adalah suatu yang pasti, telah ada, dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum
adalah aturan hukum yang berlaku, nyata, dan pasti. Keabsahan di Indonesia
bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang —
undangan, peratutan pemerintah, serta beberapa aturan hukum tertulis lainnya.2®

Sehubungan dengan hal diatas, keabsahan jaminan Hak Tanggungan
didasarkan pada Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda — Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Pemberian jaminan hak tanggungan harus dilakukan oleh orang perseorangan
ataupun badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan
hukum terhadap obyek Hak Tanggungan.?” Terkait dengan hal tersebut, lahirnya
jaminan hak tanggungan juga harus dahului dengan perjanjian utang — piutang
atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang dalam hal ini adalah perjanjian
kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan Hak Tanggungan sebagali

perjanjian tambahan atau perjanjian accecoir. Keabsahan suatu perjanjian jaminan

%% |bid.

2% |bid.

%% |bid.

2% |bid.

2" Lihat pasal 8 Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta Benda — Benda Yang Berkaitan dengan Tanah
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Hak Tanggungan didasarkan atas syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan
rumusan pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat bagi para pihak yang mengikatkan
dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu,
dan suatu sebab yang diperbolehkan. Apabila tidak memenuhi salah satu syarat

sah perjanjian maka maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu.

2.2. Hukum Jaminan
2.2.1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu Zekerheid atau Cauti
yang berarti mencakup secara umum cara — cara kreditur agar tagihan terhadap
debitur dapat dipenuhi.?® Disamping itu, jaminan merupakan bentuk tanggung
jawab umum bagi debitur terhadap barang-barangnya.

Istlah jaminan juga dikenal dengan sebutan “Agunan”, hal itu dapat
dilihat dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa
: Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada
Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah.

Definisi mengenai Jaminan juga dikemukakan oleh beberapa para ahli
yaitu J. Andy Hartanto yang mengatakan bahwa Jaminan adalah suatu tanggungan
yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk
menjamin  kewajibannya dalam suatu perikatan.”> Kemudian, Mariam Darus
Badrulzaman yang merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang
diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk
menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.*® Serta Thomas Suyatno sebagai

ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau

28 http://repository.uin-suska.ac.id/7104/4/BAB%l11.pdf, diakses pada tanggal 06 Oktober
2019

29 J. Andy Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis dalam
Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit). (Surabaya : Laksbang Yustitia
Surabaya, 2015), him. 15.

30 http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/ 122732-PK%201\/%202126.8260-
Pelaksanaan%?20prinsip-Literatur.pdf di akses pada tanggal 1 Desember 2019
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pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu

hutang.>*

2.2.2. Aturan Tentang Jaminan

Pengaturan  jaminan diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata
yaitu jaminan umum. Jaminan umum adalah jaminan yang objeknya seluruh harta
debitur dan memberikan kedudukan yang sama bagi semua kreditur. Jaminan
khusus adalah jaminan yang objeknya merupakan benda — benda khusus milik
debitur (asas spesialitas) dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu. *2 Jaminan
khusus lahir karena jaminan umum dirasa kurang memberikan keamanan bagi
Kreditur.

Jaminan Kkhusus dibagi lagi menjadi 2 yaitu jaminan kebendaan dan
jaminan perorangan. Dimana jaminan kebendaan terdiri dari ;3

a. Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat
digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang
berupa barang bergerak. Gadai diatur oleh ketentuan —
ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal
1160 KUHPerdata. Dalam gadai objek jaminan utang
harus dibawah kekuasaan pihak pemberi pinjaman. Hal
ini perlu dipatuhi karena bila objek jaminan tetap berada
pada pihak peminjam maka batal demi hukum.®*

b. Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dimana
objeknya merupakan bangunan yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
pemberi fidusia yang digunakan sebagai jaminan untuk
pelunasan hutang kepada kreditur tertentu yan diutamakan
sebagaimana diatur dalam Undang — Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Fidusia.®

c. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan
pada hak atas tanah beserta benda — benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu yang
digunakan sebagai pelunasan hutang terhadap kreditur
tertentu yang diutamakan. Hak Tanggungan diatur dalam
Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

31 |bid.
%2 M. Khoidin, Op. Cit., him. 11
83 https://media.neliti.com/media/publications/235459-as pek-hukum-perjanjian-kredit-
dengan-agu-236f0306.pdf diakses pada tanggal 23 Oktober 2019
Ibid.
% Ibid.
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Tanggungan atas Tanah Beserta Benda — Benda yang
Berkaitan dengan Tanah.*®

Adapun yang dimaksud dengan penanggungan Utang (Borgtocht) dalam
jaminan perorangan yang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850
KUHPerdata adalah jaminan utang yang bersifat perorangan. Akan tetapi dalam

hal ini dapat pula diberikan oleh suatu badan di samping oleh perorangan.®’

2.2.3.  Sifat Perjanjian Jaminan

Perjanjian Jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau
ikutan (accesoir) yang artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat
dilepaskan dari adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang mendahului
lahimya perjanjian jaminan umumnya berupa perjanjian kredit, perjanjian pinjam
— meminjam atau perjanjian hutang — piutang yang artinya perjanjian jaminan
tersebut dibuat untuk menjamin suatu hutang tertentu,®

Pada perjanjian pokok, pihak yang memberikan hutang, kredit, atau
pinjaman disebut sebagai kreditor.  Pada praktik, umumnya yang bertindak
sebagai kreditor dalam pemberian kredit adalah bank. Hal ini mengingat bank
merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Perjanjian jaminan kebendaan itu sendiri memiliki sifat-sifat yang dapat
menimbulkan akibat hukum, yaitu:*°

1. Ada dan hapusnya perjanjian jaminan tergantung dan
ditentukan oleh perjanjian pendahuluannya;

2. Bila perjanjian pendahuluannya batal, maka dengan
sendirinya  perjanjian  jaminan  sebagai  perjanjian
tambahan juga menjadi batal;

3.  Bila perjanjian pendahuluannya beralih atau dialihkan,
maka dengan sendirinya perjanjian jaminan  ikut
beralih;

% |bid.

37 |bid.

%8 M. Khoidin, Op. Cit., him. 37.

%9 Rachmadi Usman. Hukum Jaminan Keperdataan. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), him.
86.
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4.  Bila perjanjian pendahuluannya beralih karena Cessie,
Subrogatie, maka perjanjian jaminan ikut beralih tanpa
penyerahan khusus;

5. Bila perjanjian jaminannya berakhir atau hapus, maka
perjanjian  pendahuluan  tidak dengan  sendirinya
berakhir atau hapus pula.

2.2.4. Bentuk jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan oleh undang — undang
diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata. Jaminan umum tertuju pada semua benda
milik debitur, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak baik benda yang
sudah ada maupun benda yang baru akan ada. Terhadap jaminan umum ini,
kedudukan kreditur adalah sama vyaitu tidak ada kreditur yang lebih diutamakan.
Apabila debitur wanprestasi maka selurun harta benda debitor dijual lelang dan
dibagi di antara para kreditur sesuai prosentase jumlah piutang masing — masing
kreditur.*°

2. Jaminan Khusus

Pemberian jaminan umum kepada kreditur dirasa kurang memberikan
pengamanan sehingga timbullah jaminan khusus. Jaminan Khusus berlaku bagi
kreditur tertentu dimana kedudukan kreditur tersebut lebih didahulukan dalam
pelunasan hutangnya dibanding kreditur — kreditur lainnya yang disebut sebagali
Kreditur Separatis.**

Jaminan Khusus merupakan jaminan yang lahir karena telah diperjanjikan
secara khusus oleh para pihak dimana objeknya adalah benda — benda khusus

milik debitur (asas spesialitas) dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu.*?

“0' M. Khoidin, Op.Cit., him. 11
1 Ipid.
2 Ibid. him 12
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Jaminan Khusus dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :
a. Jaminan Perorangan (Borgtocht)

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang (kreditur)
dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si
berhutang atau debitur.*® Terkait demikian jaminan perorangan merupakan
jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak
ketiga.

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang diberikan kepada kreditur atas
suatu kebendaan milik debitur dimana kreditur berhak untuk memanfaatkan benda
tersebut jika debitur melakukan wanprestasi** Salah satunya adalah Hak
Tanggungan yang objeknya adalah tanah beserta benda — benda yang berkaitan
dengan tanah digunakan untuk pelunasan utang terhadap kreditur tertentu yang
diutamakan daripada kreditur lain sehingga saat debitur melakukan wanprestasi
maka dalam jaminan kebendaan kreditur memiliki hak untuk didahulukan dalam
pemenuhan piutangnya diantara kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan

harta benda milik debitur.

2.3. Hak Tanggungan
2.3.1. Pengertian Hak Tanggungan

Menurut pasal 1 Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang selanjutnya disebut sebagai UUHT menjelaskan bahwa :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda — benda yang
berkaitan dengan tanah adalah Hak Jaminan yang dibebankan
pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok —
Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda — benda
lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan
utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor — kreditor lain.”

3 Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989) hal.15.
* M. Khoidin, Loc. Cit.
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Definisi Hak Tanggungan juga dikemukakan oleh Boedi Harsono bahwa
Hak Tanggungan adalah berbicara mengenai perkreditan modern yang
memberikan perlindungan dan kedudukan istimewa kepada Kreditur tertentu.*®
Hak Tanggungan tidak lahir dengan sendirinya, melainkan lahir karena adanya
perjanjian pokok sebelumnya. Dalam perkembangannya di masyarakat, Hak
Tanggungan banyak digunakan khususnya oleh perbankan dalam perjanjian kredit
sebagai perjanjian pokoknya kemudian Hak Tanggungan digunakan sebagai

agunan oleh debitor untuk menjamin pelunasan hutangnya.*®

2.3.2.  Asas — Asas Hak Tanggungan
Adapun asas — asas Hak Tanggungan yang menjadi pembeda dengan

jaminan utang lainnya antara lain : *’

1. Asas Publisitas , artinga APHT wajib didaftarkan ke kantor pertanahan.*®

2. Asas Spesialitas, arinya APHT wajib mencantumkan secara lengkap
mengenai subyek, objek, dan utang yang dijamin pelunasannya dengan
Hak Tanggungan. Jika tidak dicantumkan maka APHT batal demi
hukum.*?

3. Asas Tidak Dapat Dibagi — Bagi, artinya Hak Tanggungan membebani

secara utuh objek Hak Tanggungan.>°

2.3.3. Aturan Tentang Hak Tanggungan

Pengaturan Hak Tanggungan pada umumnya terdapat dalam Undang —
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda
— Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dimana Hak Tanggungan adalah hak
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang ditujukan untuk pelunasan

hutang terhadap kreditur tertentu yang diutamakan.

> Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang — Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. (Jakarta : Djambatan, 2008), him. 146.

6 J. Andy Hartanto. Op. Cit., hIm. 34

* Ibid. him. 30.

*8 Ibid.

*9 Ibid.

*% |bid.
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Pada pembuatan perjanjian Hak Tanggungan harus didahului dengan
perjanjian pokok yang dalam praktiknya merupakan perjanjian kredit sehingga
perjanjian Hak Tanggungan disebut sebagai perjanjian Accesoir. Tidak menutup
kemungkinana bahwa Hak Tanggungan dapat dialihkan atau dipindahtangankan.
Terjadinya perpindahan atau peralinan tersebut dapat terjadi karena beberapa
sebab salah satunya ialah pewarisan. Meskipun beralih pada pihak lain, Hak
Tanggungan tetap melekat pada Hak atas tanah yang telah menjadi jaminan

tersebut.>*

2.3.4.  Subjek Hak Tanggungan
Subjek dalam Hak Tanggungan terdiri dari 2 (dua) pihak vyaitu :

1. Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum
yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap
objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

2. Penerima atau Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan

atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

2.3.5. Objek Hak Tanggungan

Pada pasal 4 ayat (1) Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda — Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah (UUHT) disebutkan bahwa objek Hak Tanggungan yang dapat dibebani
dengan Hak Tanggungan yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas tanah
Negara, dan Hak Milik atas satuan rumah susun. Disamping objek diatas, terdapat
objek dalam pasal 4 ayat (4) UUHT disebutkan bahwa :

“Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah,
berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada
atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
tersebut dan merupakan milik pemegang ha katas tanah yang
pembebanannya dinyatakan dalam APHT yang bersangkutan.”

Adapun tanah — tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan serta
tanah — tanah yang dipergunakan untuk keperluan peribadatan
dan keperluan suci lainnya  tidak dapat dibebani Hak

51 Ibid. him. 31
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Tanggungan karena menurut sifat dan tujuannya tidak lagi
dapat dipindahtangankan. Tanah — tanah tersebut baru boleh
dibebani Hak Tanggungan apabila tidak lagi dipergunakan
untuk  keperluan  tersebut dan  karenanya  dapat
dipindahtangankan.>?

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan J. Andy Hartanto mengenai
syarat objek Hak Tanggungan yang telah ditulis dalam bukunya yaitu dapat dinilai
dengan uang, termasuk hak vyang didaftar dalam daftar umum, dapat

dipindahtangankan, dan memerlukan penunjukan oleh undang — undang. **

52 Ipid.
53 Ibid.him. 39
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa diatas maka penulis menyimpulkan

bahwa :

Pemberian benda jaminan yang berasal dari harta bersama pasangan

suami istri yang sudah bercerai tidak diatur dalam Hukum Perbankan,

baik dalam Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang

— Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank

Indonesia, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Perbuatan mantan suami (Zainul arifin) dalam putusan Mahkamah Agung

Nomor 222 K/PDT/2017 merupakan perbuatan melawan hukum karena

telah memenuhi unsur — unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan

ketentuan pasal 1365 KUHPerdata antara lain :

a. Adanya suatu perbuatan vyaitu Zainul Arifin tidak melaksanakan
sesuatu yang diwajibkan oleh Undang — Undang yaitu pasal 36
Undang — Undang Perkawinan karena mengalihkan harta bersama
tanpa persetujuan Hj. Idatul Ifa yang ia berikan sebagai jaminan
perjanjian kredit kepada Bank Danamon serta pasal 8 ayat (1) Undang
— Undang Hak Tanggungan mengenai kewenangan pemberian Hak
Tanggungan.

b. Perbuatan Melawan Hukum vyaitu Zainul Arifin telah melanggar
ketentuan pasal 8 Undang — Undang Hak Tanggungan mengenai
kewenangan pemberian Hak Tanggungan, serta pasal 36 Undang —
Undang perkawinan terkait kewenangan bertindak terkait harta
bersama.

c. Adanya unsur kesalahan vyaitu Zainul Arifin  dengan sengaja

menjaminkan tanah beserta bangunan tersebut tanpa sepengetahuan
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maupun persetujuan Hj. Idatul Ifa serta dengan sengaja mengaburkan
serta maniadakan hak kepemilikan Hj. Idatul Ifa.

d. Adanya hubungan sebab akibat yaitu perbuatan hukum Zainul Arifin
yang menjadikan objek tanah beserta bangunan diatasnya sebagai
jaminan dalam pemberian kredit oleh bank merugikan Hj. Idatul Ifa
karena Zainul Arifin melakukan wanprestasi. Sehingga objek jaminan
harta bersama tersebut dilelang dan menetapkan H.Soelikin sebagai
pemenang lelang.

e. Adanya kerugian yaitu Hj. Idatul Ifa mengalami kerugian materiil dan
kerugian immateriil akibat kehilangan hak atas tanah tersebut serta

tidak dapat menguasai tanah dan bangunan tersebut.

3. Ratio Decidendi atau pertimbangan  hukum hakim pada putusan

Mahkamah Agung Nomor 222K/PDT/2017 dalam memutus perkara
tidak sesuai dengan hukum perbankan di Indonesia. Hal tersebut dapat
dilihat bahwa pemenuhan jaminan sebagai syarat kredit diatur dalam pasal
8 Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pemenuhan
jaminan tersebut dibingkai dalam suatu perjanjian jaminan kebendaan
sehingga sah atau tidaknya perjanjian tersebut haruslah memenuhi
ketentuan 1320 KUHPerdata. Perjanjian jaminan kebendaan antara Zainul
Arifin dan Bank Danamon tidak memenuhi syarat sah perjanjian sesuai
ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal karena
melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang — Undang Perkawinan dan
pasal 8 ayat (1) Undang — Undang Hak Tanggungan maka perjanjian

jaminan tersebut batal demi hukum.

5.2, Saran
Berikut ini saran yang dapat Penulis rekomendasikan terhadap kesimpulan
diatas yaitu :

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan mengenai

unifikasi perkreditan perbankan guna menjamin kepastian hukum bagi
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semua pihak. Hal ini dilakukan karena mengenai perkreditan perbankan
berkaitan dengan peraturan perundang — undangan lainnya seperti Undang
— Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda — Benda Yang berkaitan Dengan Tanah, Undang — Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang — Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ataupun peraturan perundang -
undangan yang lain. Peraturan perkreditan yang berlaku selama ini
berpedoman pada berbagai ketentuan seperti buku ketiga KUHPerdata,
Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan serta peraturan perundang — undangan lainnya yang pada
umumnya menimbulkan terjadinya penerapan yang tidak konsisten dan
pada saatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Kepada nasabah yang akan membuat perjanjian kredit dengan pihak bank
namun sudah bercerai dengan pasangannya dan ingin menggunakan harta
bersama sebagai agunan yang akan diberikan ke bank, diharapkan untuk
menyelesaikan pembagian harta bersama di Pengadilan yang berwenang.
Hal itu dilakukan agar tidak terjadi sengketa yang tidak diinginkan di masa
yang akan datang.

Kepada pihak bank diharapkan agar lebih teliti serta berhati - hati lagi
dalam menerapkan prinsip kehati — hatian yang disebut dengan 5C guna
menjalankan  kegiatan usahanya salah satunya dalam hal pemberian
agunan sebagai jaminan kredit oleh debitur kepada bank. Alangkah
baiknya apabila bank meneliti lebih dalam kepemilikan agunan yang
diberikan kepada pihak bank untuk menghindari adanya sengketa yang
berpeluang muncul dimasa yang akan datang.

Kepada majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa terkait
jaminan hak tanggungan dalam hukum perbankan diharapkan agar lebih
teliti lagi serta berhati — hati. Pada dasarnya hukum perbankan sendiri

tidak terlepas dari hukum perjanjian sehingga tetap merujuk pada syarat
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sahnya perjanjian. Putusan Majelis hakim pada putusan Mahkamah Agung
Nomor 222K/PDT/2017 hendaknya berpegang pada hukum yang
ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian.
Mengingat bahwasannya Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung juga
memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
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